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WALI KOTA PALU

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

S 5TEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DAL“M PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

h—

WALI KOTA PALU,

bahwa untuk meWujudkan tata kelola pemerintahan
Yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta
pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,
diperlukan sistem pemerintahan daerah berbasis
¢lektronik;

bahwa untuk memberikan acuan, pedoman dan
panduan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dalam penyelenggaraan Pemerintahanan

Daerah, perlu dibuatkan pengaturannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
cimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
(-.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994



Menetapkan PEl

PEl
PEI

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3535);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182j;

MEMUTUSKAN:
ATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM
AERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
IYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perat. ran Wali Kota ini yang dimaksud :

1.

Teknolcgi Infor
adalah suatc
menyin pan, n

mengar : lisis,

nasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK
teknik  untuk mengumpulkan, menyiapkan,
lemproses, mengumumkan, membuat laporan,

memindahkan informasi dan/ atau menyebarkan

informa:i antar media.



10.

11.

Sistem |*:merin ahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat
SPBE a:alah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan
TIK untit< mem serikan layanan kepada pengguna SPBE.

Tata K:lola E¢PBE adalah kerangka kerja yang memastikan
terlaksa-anya jengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam
penerapin SPBIl secara terpadu.

Manajerien SFBE adalah serangkaian proses untuk mencapai
penerapin SPBZI yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta
layanan !3PBE yang berkualitas.

Layanar SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau
beberap 1 fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
Arsitekt ir SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
Arsitekt ir SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan
integras  pros:s bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE,
aplikasi 3PBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan
SPBE ye 11g terir tegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.

Peta Re-:cana PBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
Peta Re:cana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah
dan langkah p:nyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi
yang dit :rapkan di Pemerintah Daerah.

Proses lisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan
saling t:'kait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat
dan Perr ¢rintah Daerah.

Domain adalah sebuah string pengenal yang digunakan untuk
mengider tifikas  sebuah server atau mail server pada sebuah
jaringan compu er ataupun internet,

Infrastn “ttur SFBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak,
dan faslitas yeng menjadi penunjang utama untuk menjalankan
sistemn, ¢plikas:;, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan
data, p:angka: integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik
lainnya.

Infrastr ttur Khusus Perangkat Daerah adalah infrastruktur khusus
yang dil1tuhkan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung
uraian :1gas can fungsi meliputi namun tidak terbatas seperti

sistem s:asor dan radio frequency identification.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Jaringa:1 Lokal yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok
komput:- deng:n perangkat pendukungnya yvang terhubung dan
dapat bt s komuriikasi dalam area kerja tertentu.

Jaringail Jarak Jauh yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau
lebih LA} yang erhubung dan dapat berkomunikasi.

Pusat [1ita adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan
sistem « ektron k dan komponen terkait lainnya untuk keperiuan
penemp i:an, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan
data.

Jaringai. Intra adalah jaringan interkoneksi tertutup berupa LAN
dan/ at: .1 WAN yang menghubungkan an tar Perangkat Daerah.
Sistem Perighubung Layanan adalah perangkat
integras , pengh abung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE
antar F:rangkst Daerah dan antara Perangkat Daerah dengan
Instansi H'usat.

Aplikasi HiPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan
prosedu’ yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi
Layanar 3PBE.

Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan
digunaki1a secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau
Pemerin :h Daeah.

Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun,
dikembar gkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau
Pemerin : h Dacrah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus
yang bu’tin kebatuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
Keamani1i SPEE adalah pengendalian keamanan yang terpadu
dalam £JI'BE yeng mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan,
ketersed :1an, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber
daya terkait da'a dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi
SPBE.

Audit TIk! adal:h proses yang sistematis untuk memperoleh dan
mengeve | aasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan
untuk mr enetaplan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria

dan/ atz1 standar yang telah ditetapkan.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Penggu1.1 SPBE. adalah instansj pusat, Pemerintah Dae

rah, pegawai
Aparatur Sipil

Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan
pihak la‘1 yang memanfaatkan Layanan SPBE.
Perangk st Daer:

telah m: - npu membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi
dan/ at: 1 infrastruktur SPBE.

th Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai

Perangki: Daeah Wali Data adalah Perangkat Daerah yang
memilik  wew fnang membuat (create)) membaca (read),
memper jaharui (Perangkat Daerahate), dan menghapus (delete) data
tertentu ¢ esuai (lengan uraian tugas pokok dan fungsinya.

Perangk.: Daernh Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang
berdasailan uriian tugas dan fungsinya merupakan penanggung
Jawab ufe ma layanan terkait.

Keaman i1 Infor nasi adalah perlindungan data dan informasi dalam
SPBE iari acxses, penggunaan, pengubahan, penggandaan,
penyeba i, per.ghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh
pihak ya- g tidak berwenang.

Pelayanz1 Level 1 adalah staf atau unit dj Perangkat Daerah yang
memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-
satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (single point
contactf untul: melaporkan dan meminta pertolongan terkait
permasa :than T!K di Perangkat Daerah.

Pelayane:. Level 2 adalah unit di Perangkat Daerah yang membidangi
Komunil:si dar. Informatika yang memiliki tugas dan wewenang
sebagai cihak yang dihubungi Pelayanan Level 1 apabila terdapat
permasa ¢ han TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan
oleh Pel¢yanan l.evel 1 dan dihubungi pengguna layanan TIK untuk
melaporl:n dar. meminta pertolongan terkait permasalahan TIK
yang dis:liakan langsung oleh Perangkat Daerah yang membidangi
Komunik: si dan Informatika.

Rencana “embangunan Jangka Menengah Daerah yvang selanjutnva
disingkas RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode I (lima' tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan
berakhin ;'a mas1 jabatan Wali Kota.

Daerah a: alah Koata Palu.



31.

32.
33.

(1)

(2)

Pemerintah Dae¢rah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerin-ihan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kotz adalah Wali Kota Palu.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenai san Dacrah.

Pasal 2
Ruang lirgkup calam Peraturan Wali Kota ini meliputi :
1. Tata Kelola ¢ PBE;
2. Man emen 3PBE;
3. Audi: TIK; dan
4

Peny:lenggara, Pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB 11
TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3
Tata Kelcla SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur
SPBE se :ara terpadu.
Unsur S°BE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Arsitektur SPBE;
Pete Rencana SPBE;
rencana dan anggaran SPBE;
Pro:«:s Bisnis;
dat: dan In‘ormasi;
Infrastruktur SPBE;
Aplizasi SPBE;
Kea nianan SPBE; dan
Layanan SFBE.

S ® ™0 o0 gop

o
.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 4
Arsitekiiir SPEE bertujuan untuk memberikan panduan dalam
pelaksaraan integrasi proses bisnis, data dan informasi,
infrastr :ktur $PBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE dalam
menghé tilkan layanan SPBE yang terpadu di lingkungan
Pemerir :ah Dacrah.
Domair arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang
memua :
a. C:main zrsitektur proses bisnis;
b. C:main ¢rsitektur data dan informasi;
c. C:main ersitektur infrastruktur SPBE;
d. C:main zrsitektur Aplikasi SPBE;
e. [C:main ersitektur Keamanan SPBE;dan
f. C:main ersitektur Layanan SPBE.
Arsitek nir SPB % disusun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE
Nasionii , dan I'!PUMD.
Penyus.nan /rsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Ketua Tim
Koordir :1si SPEE.
Penyus :nan masing -masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana
dimaks . d dikoordinasikan oleh:
a. leranglat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi
crganisisi untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan
[ ayanan SPBE,;
b. FPerangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang
L ntuk comain arsitektur data dan informasi;dan
c. fPerangkat Daerah teknis yang menyelenggarakan urusan di
t idang Komunikasi dan informatika untuk domain
zrsitekt ar aplikasi, arsitektur infrasturktur, dan arsitektur

leamanan.

Pasal 5
Pelaksar .ian SP3E di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu
pada Ar:itektur SPBE.



(2)

3)

(4)

(5)

(6)

{1)

(2)

Arsitekt ir SPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan :eputusian Wali Kota.

Arsitekt ir SPBI? sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

untuk:

a. jany<a waktu 5 (lima} tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan
ses Jai jangka waktu RPJMD; atau

b. kuwitng da+i jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur
SPH £ ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.

Perangkit Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika

melakul :n revia terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud

pada ayit (1) pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksaanaan

atau sev:iktu-waktu sesuai kebutuhan.

Berdasa -<an hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat

dilakuk: 11 perutahan Arsitektur SPBE.

Perubah:n Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat ()

dilaksar : kan dengan memperhatikan:

a. per.::mbanan teknologi;

b. keb.tuhan Daerah;

€. penjesuaiai atau perubahan Arsitektur SPBE nasional;
has . pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;

e. peribahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dim:ksud clalam Pasal 3 ayat (2} huruf c sampai dengan huruf
iatii1

f.  periocahan RPJMD;atau
kett11tuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 6
Peta Re¢rcana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta
Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, RPJMD, dan rencana
strategis emerintah Daerah.
Peta Reiicana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat

a. Tita Kelola SPBE;



(4)

(5)

(6)

(7}

(1)

(2)

(3)

b. l‘anajemen SPBE;

c. l«yanan SPBE;

d. Irfrastritur SPBE;

e. :likasi SPBE;

f. 1.:amanan SPBE; dan

g. tu1dit telinologi informasi dan komunikasi

Peta Re:1:ana S°BE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Wali Kota.

Peta Re 1:ana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
untuk j: 1gka waktu 5 (lima) tahun.

Perangk:t Dacrah yang menyelenggarakan urusan dibidang
Komunizasi din Informatika melakukan reviu terhadap Peta
Rencan:. SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1} pada paruh
waktu («(lin tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai
kebutut in.

Berdasa-<an hesil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dilakuk: -1 peruhahan Peta Rencana SPBE.

Perubal ¢ n Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksar : kan dengan memperhatikan:

a. kel tuhan Daerah;

b. peribahan RPJMD;

c. peribahan Arsitektur SPBE; dan/atau

keti1tuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 7
Rencane lan anggaran SPBE disusun oleh Perangkat Daerah sesuai
dengan >-oses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah
Daerah.
Rencana lan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan
Peta Rer cana SI'BE.
Untuk 'i:terpacuan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan

rencana - an anggaran SPBE dikoordinasikan Perangkat Daerah yang



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

{4)

menyelet ggaralan urusan di bidang perencanaan pembangunan

Daerah.
Perangket Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika

memberi<an rekomendasi teknis kepada Perangkat Daerah dalam

penyustt1an relcana dan anggaran SPBE.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 8
Penyusitian Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman
dalam -enggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi
SPBE, t i:aman:n SPBE, dan Layanan SPBE.
Proses ‘isnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
Perangl: t Daerah Pemilik Layanan SPBE dengan berdasarkan paDA
ArsitektL r SPBL..
Proses Zisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk
menduling p2mbangunan pengembangan Aplikasi SPBE dan
Layanai: SPBE yang terintegrasi.

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 9
Setiap ’2rangkat Daerah menyediakan data dan Informasi sesuai
dengan | etentuan peraturan perundang-undangan.
Data de1 Inforinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenitai standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi
serta ke tuhan data dan informasinya.
Struktur serta format data dan Informasi sebagaimana dimaksud
pada a' it (1) iarus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh
pembinii data tingkat pusat dengan memperhatikan prinsip
interope 1abilita:; dan keamanan.
Pengguiiian data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanaka:y dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.



(5)

(6}

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

Dalam hal Perangkat Daerah ingin menggunakan data milik
Perangk it Daer:h lain melalui Sistemn Penghubung Layanan, maka
harus ri:ngajutan surat permohonan kepada Sekretaris Daerah
selaku loordinator SPBE dan ditembuskan kepada Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan
Informati<a dan Perangkat Daerah Wali Data.

Surat p:'mohonan sebagaimana dimaksud ayat (5} paling sedikit
memuat :

a. pensnggun jawab;

b. uni kerja;

c. mal:ud, tujuan, dan kegunaan; dan

d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.

Penolake 11 atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(S) dapa’ dilaku can apabila perangkat yang digunakan tidak berasal
dari alarat inte net yang termasuk dalam jaringan milik Pemerintah
Daerah ¢tau ajabila penggunaan data ditujukan untuk tujuan
komersil/ diperdagangkan atau bukan dalam rangka layanan
pemerini: han.

Persetujilain atau penolakan atas surat permohonan sebagaimana
dimaksu: pada ayat (5] diberikan oleh Sekretaris Daerah atas
rekomen :asi Perangkat Daerah Wali Data.

Pasal 10

Perlinduizan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta
keutuha data can Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) rienjad tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan
kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-
masing F e rangke t Daerah.
Pelaksanzan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakuka: dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perunda i z-undangan.
Pelaksan:zan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakuka - dengan:
a. meretapkar. klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan

pen; »:ndalian keamanan lainnya;

b. mer¢rapkar otentikasi dan pendeteksian modifikasi;



(1)

(2)

(3)

c. met jaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak

be: wenang;
d. metjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
e. metjamin ketersediaan akses data dan Informasi oleh pihak

ya 13 berwenang.

Pasal 11

Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian,

akurasi serta leutuhan data dan Informasi sebagaimana dimaksud

dalam I’asal |0 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi

Komun l:asi dan Informatika menyusun kebijakan keamanan

Informe ¢ .

Kebijak 2n Kearianan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

mencak 1p:

a. parduan jenggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan
Pe 1 erintaly Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor,
pe1zguna:zn akses intemet, pengaksesan data kantor baik dari
LAY, WAN maupun intemet;

b. paiduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan
mer.ghubungkannya dengan  sarana-prasarana TIK di
lin ;xungan Pemerintah Daerah (kebijakan bring your own
de i ces);

¢. keajiban setiap Perangkat Daerah untuk
met gimple mentasikan perangkat lunak dan perangkat keras
Keimanan Informasi di sistem intemal Perangkat Daerah
terszbut stau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung
ter :oneksi dengan intemet;

d. keajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan
pe i ngkat keras Keamanan Informasi di sistem antar Perangkat
Da:rah atau WAN serta memonitor Keamanan Informasi
kh ;susny:. di sarana-prasarana TIK yvang menjalankan fungsi
vit 1 bagi julannya Pemerintahan Daerah.

Kebijak :n Kearianan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

berlaku untul: semua Perangkat Daerah penyedia data dan

Informes1.



(L)

(2)

(3)
(4)

(5)

(1}

(2)

(3)

(4)

(5

(6)

(7)

Pasal 12

Setiap lerangk:t Daerah wajib mengelola basis data sesuai dengan
tugas pcliok dan fungsi masing -masing Perangkat Daerah.

Basis dita Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu

dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan
kepentii  ;annya.

Setiap k :lompol: basis data tersebut dikelola oleh Wali data.

Untuk t«sis data Kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai
dan wajb diimiplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen

pemerin:ihan sesuai dengan hak akses masing -masing Aparatur
Sipil Ne;nra.

Untuk :casis cata kependudukan harus berbasis Nomor Induk
Kependi:lukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi
pelayan.11 publik kepada warga.

Pasal 13

Penyimg: nan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan

secara t ! pusat dan terintegrasi di Pusat Data.

Penggur :an Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efesiensi

dalam n +manfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.

Pusat D:ta sebigaimana dimaksud pada ayat {1) merupakan Pusat

Data yan 3 digur akan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah dan

saling terhubunag,.

Pusat D 1:a Pemerintah Daerah berupa:

a. Puszt Data Iasional; atau

b. Puszt Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah
apatia Pusat Data Nasional belum menetapkan atau belum
sesuii kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pusat LC:ta sebagaimana dimaksud pada ayat {4) huruf b dikelola

oleh Pe-:ingkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang

Komuni :asi dar Informatika sebagai wali data.

Infrastru ‘ttur P1sat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan

perundar g-undangan yang berlaku.

Setiap l'vrangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib

menemy ¢ tkan data dan/atau servernya di Pusat Data.



(8}

(9)

(10}

(11)

(1)

(2)

(3)

Pusat D)ata sedagaimana dimaksud pada ayat (7) menyediakan
jaminan colocaton, keamanan server dan up-time server.

Dalam 1.:d Peraigkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri
sebagairrana dimaksud pada ayat (7), maka Perangkat Daerah yang
menyeler ggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika
menyed ¢ kan fasilitas Virtual Private Server (VPS) beserta konfigurasi
perawat i1n server di Pusat Data.

Perangkit Darcrah yang menyelenggarakan urusan dibidang
Komuniz:asi da1 Informatika mengintegrasikan seluruh basis data
dan lsyanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggraan
pemerin:ihan, pembangunan, dan pelayanan publik dan
kemasy: ;'akatar..

Dalam rangka integritas data di Pusat Data pada ayat (10}, Perangkat
Daerah 'ang menyelenggarakan urusan dibidang Komunkasi dan
Informa ika melakukan pengelolahan data setelah mendapat
persetuj.an dari Perangkat Daerah Pemilik Data.

Pasal 14

Setiap l'vrangkiit Daerah wajib melakukan pencadangan (back-up)
data sezara berkala kedalam server di Pusat Data Pemerintah
Daerah.

Perangkit Dacrah Yang menyelenggarakan wurusan dibidang
Komuni<¢asi dai Informatika melakukan koordinasi dan supervisi
terhaday Perengkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban

pencadz1.gan {back-up) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Setiap “esrangkat Daerah dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga
dalam ‘'):mbanjunan dan pengembangan aplikasi dan basis data
setelah berkordinasi  dengan perangkat  daerah  yang
menyelet.ggaralan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.
Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan
mempett atikan standar metadata yang telah ditetapkan oleh
Pemerir tah.

Dokumenitasi tzknis aplikasi yang meliputi kode sumber , API,

Kebutulian Pengguna, Rancangan Aplikasi, dan Basis data,



(4)

{1)

(2)

(1)

(2)

(3}

4

Pengujiin Apli <asi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual

ing, wajib diserahkan oleh

ah kepada Dinas teknis yang membidangi urusan
Teknolozi, Infor nasi dan Komunikasi.

Admin, Matad ita, dan troubleshoot
Perangl:t Dae

Pemban:unan ian Pengembangan sistem aplikasi dan basis data

yang su-iber pembiyaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah maka hak cipta dan distribusi a
Daerah.

plikasi menjadi milik

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Pasal 16
Penggun:an Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan
untuk 1:eningkatkan efesiensi, keamanan, kemudahan integrasi
dalam ::ngka memenuhi kebutuhan infrasturktur SPBE bagi
internal ian antar Perangkat Daerah.

Pemban;;inan can pengembangan Infrastruktur SPRE Pemerintah
Daerah liirus didasarkan pada Arsitektur SPBE.

Pasal 17

Infrastru stur SP3E Pemerintah Daerah terdiri atas:
a. Pusi: Data;
b. Jariigan In'ra Pemerintah Daerah; dan
¢. Sist:n Penghubung Layanan antar Perangkat Daerah, instansi

pem:rintahan daerah dan dengan Instansi Pusat.
Perencar ¢ an, pe nbangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau
dan pe-gembaagan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah
sebagain :na dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada
Arsitektt1 SPBE.
Penggunian Inf-astruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksui pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai oleh intemal
Perangk:t Daeiah dan antar Perangkat Daerah, dan saling
terhubuzr ;1.
Dalam ri1gka rienjamin ketersediaan layanan Infrastruktur SPBE

sebagain :na dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang



(2)

(3)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

membid ingi Komunikasi dan Informatika menyusun kebijakan

terkait I 1sfrastraiktur SPBE.

Pasal 18

Perangkat Daerah wajib menggunakan sub domain
dari htt)s://palukota.go.id untuk Aplikasi SPBE dan situs layanan
informa: i yang ¢ ikelolanya.

Perangk 1t Daerih menggunakan alamat email palukota.go.id untuk
berkomut :1ikasi siecara Dinas.

Perencaitian, pengembangan dan pengelolaan domain dan email
sebagairiana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2} dilakukan oleh

Perangk i: Daer: h yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 1
Pusat Data

Pasal 19
Pusat Di.a Pem:rintah Daerah berupa:
a. Pus:t Data nasional; atau
b. Pus:t Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam hal
Pus:t Dati nasional belum ditetapkan atau belum sesuai
krit : ia kebutuhan Pemerintah Daerah.
Pusat Dsta sebigaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola
oleh Pe ingkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang
Komunil :isi dan Informatika.
Setiap Ferangkst Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib
menemy. : tkan data dan/atau servemya di Pusat Data.
Pusat [ :ta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan
jaminan «olocation, keamanan server dan perawatan server.
Perangk 1: Daer:h Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri perangkat
kompute:r server serta melakukan konfigurasi, operasional dan
perawatiL 1 server.
Dalam t ] Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri
sebagair1ana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Daerah yang

menyele 1ggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika



(1)

(2)

3)

menyed «kan fesilitas virtual private server beserta konfigurasi dan

perawatzn server di Pusat Data.

Pasal 20

Setiap -erangkat Daerah melakukan pencadangan (back-up) data
secara herkala ke dalam server di Pusat Data.

Dalam -al Perangkat Daerah tidak dapat melakukan pencadangan
(back-up data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat
Daerah 7ang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan
Informztika dapat melakukan pencadangan (back-up) data setelah
mendag«t persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.
Peranglat Daesrah yang menyelenggarakan urusan dibidang
Komun lasi den Informatika melakukan koordinasi dan supervisi
terhaday Perangkat Daerah sehubungan dengan pelaksanaan
kewajibsn pencadangan (back-up) data sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)

Pasal 21

Perangkat _aerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika

menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat

Data sesuai “engan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

Paragraf 2

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 22
Jaringa intra bemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup
yang m:1ghubungkan antar Perangkat Daerah.
Pengguiaan Jaringan intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk
menjagL keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi
antar siripul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
Setiap = Perangkat Daerah harus menggunakan Jarinagn Intra
Pemerir iah Da¢rah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(4)

(5)

(6)

(7)

9

(1)

(2)

(3)

Pembar jjunan dan pengembangan infrasturuktur jaringan
dilingkur gan Ferangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat yang
menyele - ggarakaan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.
Infrastnii<tur jaringan yang menghubungkan antar Perangkat
Daerah likelolii oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan }ibidany; Komunikasi dan Informatika.

Infrastm:<tur juringan lokal di Perangkat Daerah dikelola oleh
masing - - nasing Perangkat Daerah.

Penyediiiin layinan internet bagi seluruh Perangkat Daerah yang
telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah
Daerah cilakukan oleh Perangkat Daerah yang memyelenggarakan
urusan iibidang Komunkasi dan Informatika.

Perangkit Dacrah yang menyelenggarakan urusan dibidang
Komuni litasi dan Informatika  melaksanakan  perencanaan,
pemban zunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau
pengem ingan infrastruktur WAN hingga router Prangkat Daerah
seluruh  Pemerintah Daerah, termasuk jaringan fiber optic
Pemerin :1h Daerah.

Infrastn: ctur jaingan Intra Pemerintah Daerah harus sesuai dengan

standar yang dietapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Kompuier yany; terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur
jaringai. Perangkat Daerah menggunakan I[P yang dikelola oleh
Perangl it Da2rah yang menyelenggarakan urusan dibidang
Komun: }:asi da:1 Informatika.

Perangl«t Dazrah yang menyelenggarakan urusan dibidang
Komun lasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempu - yai kev/enangan untuk penomoran IP.

Infrastr ;ktur AN Perangkat Daerah harus dapat diperiksa oleh
Perangt:t Daz=rah yang menyelenggarakan urusan dibidang

Komun | asi dan Informatika.

Pasal 24



(1)

(2)

(1)

(2)

Perenca jaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan /atau
pengemangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai
berikut:

a. Peringkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang
Korrunikasi dan Informatika melaksanakan perencanaan,
perangurian, pemeliharaan, pengoperasian dan/ atau
pergembargan infrastruktur WAN  hingga router Perangkat
Datiah seuruh Pemerintah Daerah termasuk jaringan fiber
opt 1: Peme ‘intah Daerah;

b. Periagkat Daerah Mandiri TIK melaksanakan perencanaan,
penuyanguran, pemeliharaan, pengoperasian dan/ atau
pengembangan infrastruktur LAN dan Infrastruktur Khusus
Periagkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan
meir perhatikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan

Cc. per:icanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian
dar,; atau pengembangan infrastruktur oleh Perangkat Daerah
Manliri TIK sebagaimana dimaksud pada huruf b harus
me1lapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang
mei:bidangi Komunikasi dan Informatika.

Perencailian, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/

atau peigembagan infrastruktur LAN dan Infrastruktur Khusus

Perangk: Dacrah selain Perangkat Daerah Mandiri TIK

dilaksan:kan olzh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi

dan Info - natika

Pasal 25
Infrastri litur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus sesuai
standar yang ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan
peraturar. perurdang-undangan.
Infrastri l:tur seagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b
harus depat diperiksa oleh Perangkat Daerah yang membidangi

Komunil:si dan Informatika.

Pasal 26



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Setiap |*:rangkit Daerah menyerahkan diagram infrastruktur LAN

terkini 1::pada erangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan
Informa: ka.

Setiap ’:rangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melapoil:an de ail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat

perubaliin  infrastruktur LAN kepada Perangkat Daerah yang

membic ¢ ngi Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 3
Sistem Penghubung Layanan

Pasal 27

Penggu 1aan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
bertujuin untitk memudahkan dalam melakukan integrasi antar
Layana 1 SPBE.

Setiap “zrangkat Daerah menyediakan Sistem Penghubung Layanan
dalam rangka integrasi data dan/atau Layanan SPBE Pemerintah
Daerah.

Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibangti1 oleh Perangkat Daerah Mandiri TIK atau oleh Perangkat
Daerah -ang m=2mbidangi Komunikasi dan Informatika.

Sistem PPenghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus szsuai standar yvang ditetapkan dengan berpedoman pada

ketenti : n peraturan perundang-undangan.

Pasal 28
Perangk:t Dazrah yang menyelenggarakan urusan dibidang
Komunikasi «(an Informatika menyediakan intemet untuk
penyele13garaa 1 SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
Perangk:t Da:wrah yang menyelenggarakan urusan dibidang
Komunizasi den Informatika berwenang mengatur pemanfaatan

intemet dan pengendalian situs yang boleh diakses Perangkat
Daerah.



3)

(1)

2)

(3)
(4)

Perangk:t Dacrah yang menyelenggarakan urusan dibidang
Komuni<asi dan Informatika dapat membuka akses situs terlarang
apabila ada rengajuan dari Perangkat Daerah dalam rangka

melaksar akan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE

Pasal 29
Dalam r:ngka riemberikan Layanan SPBE, dilakukan perencanaan,
pemban ;inan, pemeliharaan dan/ atau pengembangan aplikasi
yang ter 1iri atas:
a. Aplikasi Umum; dan
b. Aplik :1si Khu sus.
Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a
pemban jinan «dan pengembangannya didasarkan pada arsitektur
SPBE dz1. dised akan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan «| bidang Komunikasi dan Infromatika, antara lain:

a. aplizasi Perencanaan;

b. aplisasi Per ganggaran;

c. aplizasi Per.gadaan Barang Jasa;

d. aplizasi Akuntabilitas Kinerja;

e. aplizasi Periantauan dan Evaluasi;

f.  apli<asi Ke: rsipan dan Perspustakaan;
g. apli:asi Kepegawaian;

h. apli<asi Per gaduan Pelayanan Publik;

e

apli <asi lair nya yang dibutuhkan oleh Daerah.

Setiap P: -angka: Daerah harus menggunakan aplikasi umum.

Perangkii: Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan

aplikasi . mum & pabila:

a. telat mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum
dite t apkan;

b. melzkukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan
pen :embangan aplikasi sejenis;

¢. Melikukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan

denzan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum;dan



{5)

(6)

(1)

(2)

d. Me-dapatekan pertimbangandari menteri yang
me ~yeleng:zarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi
da1i Informatika.

Aplikasi ‘thusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat

dibangu- dan (likembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya
berkoorc:nasi cengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan [ bidang. Komunikasi dan Informatika.

Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan Perangkat Daerah

sebagair1ana diinaksud ayat({5) harus memenuhi standar teknis dan

prosedu’ pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus.

Pasal 30

Perenca 1aan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau

pengem jingan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus b:-dasarl:an Arsitektur SPBE dan mendapatkan rekomendasi

dari Picangka: Daerah yang membidangi Komunikasi dan

Informa ika.

Pelaksarzan pe-encanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau

pengemt ¢ ngan .\plikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapk: -1 sebagai berikut:

a. perericanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau
pen i>mban;zan Aplikasi Umum dilakukan oleh instansi pusat
atar  Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
dibi iangKoinunikasi dan Informatika dalam hal daftar resmi
Aplitasi Urium belum ditetapkan oleh instansi pusat yang
berv:nang atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah
Dae "ih;

b. dalari hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari instansi pusat
beluri/tidal: terintegrasi, maka Perangkat Daerah vyang
menjyelenggirakan  urusan  dibidang Komunikasi dan
Info 1natika dapat merencanakan, membangun, memelihara
dan "itau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi
Umi n; dan

€. pere:canaaill, pembangunan, pemeliharaan dan/atau

penjembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Perangkat



3)

{4)

(5)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

Darrah ya1g menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi
dar Informatika atau Perangkat Daerah Mandiri TIK.

Aplikasi sebaga mana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh
Perangk it Daerih Pemilik Layanan.

Aplikasi sebaga mana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai standar
yang dit:tapkai dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perunder g-undangan.

Dalam 1:ngka menjamin ketersediaan Layanan SPBE sebagaimana
dimakst« pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi
Komunizasi da1 Informatika menyusun kebijakan terkait Aplikasi
SPBE.

Pasal 31
Aplikasi yang cibangun dan/ atau dikembangkan oleh Perangkat
Daerah tarus dilakukan pengujian sebelum diimplementasikan ke
infrastr :itur layanan yang sebenamya.
Aplikasi « ebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
a. dokimen k:zbutuhan perangkat lunak;
b. dokimen pzrancangan aplikasi;
c. dokimen manual penggunaan aplikasi; dan
d. koce sumber (source code).
Aplikast (lan ke¢lengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ay:- (2) harus diserahkan kepada Perangkat Daerah yang
menyele 1ggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika
untuk d <lokumentasi dan disimpan dalam Repositori.
Hak cipiz. atas aplikasi dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud
pada ayi:: (1) daa ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah.
Aplikasi iebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa
kesesua ¢ n fungsinya oleh Perangkat Daerah yang membidangi

Komunt [isi dar. Informatika.

Bagian Kesembilan

Keamanan SPBE

Pasal 32




(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

Keaman:n SPB!L mencakup penjaminan:

a. kerihasiaan, yaitu melalui penetapan klasifikasi keamanan,
per 1batasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;

b. ket :uhan, yaitu melalui pendeteksian modifikasi;

c. ketwrsediazn, yaitu melalui penyediaan cadangan dan
per 1ulihan

d. keeslian, yaitu melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan
val (lasi; den

e. ker:rsangkalan, yaitu melalui penerapan tanda tangan digital
dait jamiran pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan
ser : fikat d gital.

Setiap F ¢ rangke t Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.

Penerar:n Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan

prosedur sesua: ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 33
Layanar SPBE erdiri atas:
a. layiaan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
b. layiaan publik berbasis elektronik.
Layanar. adininistrasi pemerintahan berbasis  elektronik
sebagaiir ana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan
SPBE y:.1g mer dukung tata laksana intemal birckrasi dalam rangka
meningl.itkan linerja dan akuntabillitas Pemerintah Daerah.
Layanar publil: berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (I huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung
pelaksa 1aan pe ayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Lay:i1an Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 34

Dacrah yang menyelenggarakan urusan dibidang

Komuni:asi dar Informatika dan Perangkat Daerah Pemilik Layanan

Perangk:t

harus 1:enyediikan layanan administrasi pemerintahan berbasis
elektron .t sebajaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a
meliputi ayana yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan,
pengangcaran, lieuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian,
kearsiper., pengelolaan barang milik Daerah, akuntabilitas kinerja
organisz:i dan kinerja pegawai, layanan pemantauan dan evaluasi
perencanian dian  penganggaran, naskah dinas elektronik, dan
layanan lain sesuai dengan kebutuhan intemal birokrasi
pemerin ;han,

Layanar administrasi pemerintahan berbasis elektronik
diterapkian der gan pembangunan dan pengembangan Aplikasi

Umum s:bagainana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a.

Paragraf 3
L:ayanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 35
Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1 huruf b meliputi layanan pengaduan masyarakat,
layanan satu diata dan layanan lain yang mendukung kegiatan di
sektor endidil:an, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat
tinggal, lomunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan,
jaminan tosial, cnergi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam,
pariwisa i1, dan ;sektor strategis lainnya.
Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) capat cikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan
publik d Pemerintah Daerah.
Layanan pubik  berbasis elektronik diterapkan dengan
mengutariakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud
dalam P: sial 29 gyat (1) huruf a.
Dalam h:l layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi

Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan



(1)

(3)

(1)

(2)

pengem >angan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 ayat (1) hur{b.

Paragraf 4
Integrasi Layanan SPBE

Pasal 36
Integrasi Layaran SPBE merupakan proses menghubungkan dan
menyat1 tan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur
kerja Layanan & PBE.
Integrasi Layanan SPBE diterapkan dengan mengacu pada
Arsitekt .r SPBE: Pemerintah Daerah.
Integrasi Layaran SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan
oleh F:rangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan

Informa : ka.

BAB III
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37
Pemerintih Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagai berikut:

a. maajemer. risiko;

b. ma 1ajemer. keamanan informasi;

c. ma)ajemer. data;

d. maajemer aset teknologi Informasi dan komunikasi,
€. maajemer sumber daya manusia;

f.  maajemer pengetahuan;

g. maajemer perubahan; dan

h. maajemer Layanan SPBE.

Pedoma pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud
pada ay«t (1) disusun dan/atau dikoordinasikan oleh Perangkat

Daerah 7ing membidangi Komunikasi dan Informatika.



(3)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

Perumusan redoman dan pelaksanaan Manajemen SPBE
sebagai 11ana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai
dengan pedomzn yang dikeluarkan oleh instansi pusat, standar yang
ditetapl :in seciara nasional dan/atau internasional dan ketentuan

peratur in peruidang-undangan.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 38
Manaje r en ris ko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1}
huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan
memini 1:alkan dampak risiko dalam SPBE.
Manaje:ren risiko dilakukan melalui serangkaian tahapan proses
identifil :;si, amnalisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi
terhada: risiko dalam SPBE.
Manajeiren rsiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilaksaitikan bardasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah
berkoor linasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi

Komunikasi dan Informatika dan Inspektorat.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 39

Manajei-en Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin
keberlaii ;sungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko
keaman :n informasi.

Manajercen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian
proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan
penangs iing javrab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi
kinerja, «lan pe-baikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi
dalam SEBE.



(3)

(4

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Manajer ~en kenanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

dilaksar ;ikan  berdasarkan pedoman manajemen Keamanan
Informasi SPBE.

Dalam jelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat
Daerah  berkoordinasi dengan  Perangkat  Daerah  yang

menyelk 1iggaral:an urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 40
Manaje:r en daa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
huruf ¢ bertujl.an untuk menjamin terwujudnya data yang akurat,
mutakhi-, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar
perencar.aan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian
pembar § unan nasional.
Manaje:r en dala dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan
arsitekt .t data data induk, data referensi, basis data, dan kualitas
data.
Manaje:r en data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
Dalam pelak;anaan manajemen data, Perangkat Daerah
berkoor iinasi 'lengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan ¢ ibidan 3 Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kelima

Manajemen Aset TIK

Pasal 41
Manajeir en aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(1) hurt{ d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi
pemanfitan aset TIK dalam SPBE.



2

3)

(4)

(1)

()

(3)

Manajerien aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses
perenca jaan, p:@ngadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat
keras din peraiigkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
Manajerian aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksar : kan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE.
Dalam -elaksinaan manajemen aset TIK, Perangkat Daerah
berkoord nasi clengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan Jibidany; Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah
yang rni:nyeler ggarakan wurusan pengelolaan aset Pemerintah
Daerah.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 42
Manajeri:n surnber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (1} huruf e bertujuan untuk menjamin
keberlar ¢ sunga1 dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE,
Manajeri:n suriber daya manusia dilakukan melalui serangkaian
proses perer canaar, pengembangan, pembinaan, dan
pendayazunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
Manajer i :n sum ber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilal:anakaz berdasarkan pedoman manajemen sumber daya
manusic SPBE.
Dalam jwlaksaraan manajemen sumber daya manusia, Perangkat
Daerah terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi
Komunil:asi dain Informatika dan Perangkat Daerah yang
menyele 1ggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian,

pendidik ¢ n dan pelatihan aparatur Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Manajemen Pengetahuan

Pasal 43



(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

3)

(4)

(1)

Manajeri12n pergetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) huruf [ bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan
SPBE d: 11 mencukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

Manajerisn peigetahuan dilakukan melalui serangkaian proses
pengum :ulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih
pengeta 1uan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

Manajerien pergetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilaksar i kan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
Dalam elaksaiaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah
berkooril nasi (engan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan Jlibidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedelapan

Manajemen Perubahan

Pasal 44
Manajersen per abahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(1) hur.f g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan
meningliitkan  kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian
perubal ¢ n yang; terjadi dalam SPBE.
Manajet 1en perubahan dilakukan melalui serangkaian proses
perenca 1aan, znalisis, pengembangan, implementasi, pemantauan
dan eva 11asi terhadap perubahan SPBE.
Manajerien perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksar i kan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
Dalam :elaksaiaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah
berkoor| nasi (lengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan jibidany; Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kesembilan

Manajemen Lavanan SPBE

Pasal 45
Manajerizn Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) uruf 1 bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan

meningl :itkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.



(2)

(3)

(4)

(5

(6)

(7)

(8)

&)

(10)

(11)

Manajerien Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses
pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan
pengelo zan Aplikasi SPBE.

Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupa<an kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan,

masalal | permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna

SPBE.

Pengopeiasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupa<an <egiatan pendayagunaan dan pemeliharaan

Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

Pengelozan Arlikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupa <an keg atan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang

berpedohan pada metodologi pembangunan dan pengembangan

Aplikasi 3PBE.

Manajeien Lavanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksar ikan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.

Dalam rzngka pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, maka:

a. setep Perangkat Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang
sta atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas
dar fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus Pelayanan Level 1; dan

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang
Koiunikasi dan Informatika membentuk unit sebagai
Peliiyanan _evel 2.

Pelayanin Level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a

bertangj;uing jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan

Layanar SPBE di tingkat Perangkat Daerah.

Dalam hal Pelayanan Level 1 tidak mampu menyelesaikan

permasezlahan Layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah

sebagairiana d maksud pada ayat (8), maka Pelayanan Level 1

menyarr paikan permintaan solusi permasalahan ke Pelayanan Level

2.

Pelayaniin Level 2 bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan

Layanar SPBE yang tidak mampu diselesaikan Pelayanan Level 1.

Perangkat Da¢rah yang menyelenggarakan urusan dibidang

Komunitasi dar Informatika melakukan koordinasi dengan supervisi

antara felayanan Level 1 di masing-masing Perangkat Daerah



(12)

(1

(2)

dengan pelayatan Level 2 di Perangkat Daerah yang dibidang
Komuni«asi dan Informatika..

Dalam :zlaksaiaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah
berkoor linasi ‘lengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan :ibidan z Komunikasi dan Informatika.

BAB IV
AUDIT TIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46
Audit TIt: terdir. atas:
a. auwlt Infrastruktur SPBE;
b. aw!t Aplikasi SPBE; dan
c. auct Keanmanan SPBE.
Audit TIk. melip 1ti pemeriksaan hal pokok teknis pada:
a. percrapan tata kelola dan manajemen TIK;
b. furgsionalitas TIK;
c. kin:rja TIK yang dihasilkan; dan
d. asrek TIK lainnya.
Audit 11K dilaksanakan oleh lembaga  pelaksana  Audit TIK
pemerin:ih atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi
sesuai dzngan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Audit 'K cilaksanakan berdasarkan kebijakan umum
penyeler 1garaan Audit TIK.
Dalam 1relaksanakan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Peraingkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang
Komuni:asi dan Informatika berkoordinasi dengan Kementerian
Komuni:asi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan

pelaporz 11 audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 47

Audit Inirastru<tur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2
(dua) tatun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
dibidan s Komunikasi dan Informatika.

Audit I-frastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksar akan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit
Infrastriktur SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangn.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 48

Audit A» ikasi S PBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
huruf b cilakukan pada Aplikasi Khusus.

Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksar iikkan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit
Aplikasi 3PBE.

Audit solikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksar iikkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang

Komuni<asi dar Informatika.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 49
Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(1) huruf c dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah
dan Aplixasi Khusus.
Audit kc¢amanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit
keamaniin Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukzn palinrg sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh



(3)

(1)

Perangkit Dacrah yang menyelenggarakan urusan dibidang
Komuni ¢asi dar. Informatika.

Audit l:iamanin SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksar : kan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit

Keaman:n SPBIL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYI. .ENGCARAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI SPBE

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 50
Untuk 1ieningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE,
Manajeri:n SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi
SPBE P:merintih Daerah, Wali Kota membentuk Tim Koordinasi

/SPBE Perierintah Daerah.

(2)

(4)

(9)

Tim Kocidinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ay: - (1) yang terdiri atas:

a. tim pengarech;

b. tim loordinator;

c. tim jelaksana; dan

d. tim evaluator intemal.

Tim Kocidinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayi. (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali
Kota.

Tim pen:arah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu
Wali Kcta yany; bertugas memberikan arahan dan menetapkan
kebijaka © SPBE pada Pemerintah Daerah.

Tim kocidinato- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dipimpir oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Perangkat
Daerah 7ing mnenyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan
Informat za, Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan terkait
perencar:ian Diaerah dan Perangkat Daerah yang memiliki

kewenar gan terl:ait pengelola keuangan Daerah.



(6)

(7)

(8)

(2)

(4)

{3

Tim peliitsana sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf ¢ yaitu
seluruh Peranglat Daerah sebagai pelaksana SPBE.

Tim eva uator ilitemal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
dipimpii:. oleh Asisten Administrasi Umum dan beranggotakan
Bagian ()rganis:si Sekretariat Daerah.

Koordin 1:or SPI3E Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan
kebijake 11 SPBE di Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Perangkat Daerah Mandiri TIK

Pasal 51

Dalam -ingka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan
kapasits «. Peme -intah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi
kebutulin serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat
ditetapk : n Pera 1gkat Daerah Mandiri TIK.
Penetapin Perangkat Daerah Mandiri TIK sebagaimana dimaksud
pada ayet {1) cilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi
kelayakii1 terhadap Perangkat Daerah.
Proses -enilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah
sebagailzana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat
Daerah rang i enyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan
Informa ika.
Proses :enilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah
sebagaiirana dimaksud pada ayat (2} dilaksanakan dengan
berdasa “tan pa:la kriteria sebagai berikut:
a. meiliki Sumber Daya Manusia TIK; dan
b. telelhh memniliki kemampuan dan pengalaman membangun,

me1zelola dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE secara

ma 1diri.
Berdasa-<an hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap
Perangkit Daerih sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan
Informa ika mengusulkan Perangkat Daerah yang layak untuk

ditetapk 3n seba zai Perangkat Daerah Mandiri TIK kepada Wali Kota.



(6) Berdas:ikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wali Kota
meneta)an Perangkat Daerah Mandiri TIK dengan Keputusan Wali

Kota.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pasal 52

(1) Tim lIoordinesi SPBE Pemerintah Daerah  melaksanakan
pemantiian din evaluasi mandiri terhadap implementasi SPBE.

(2) Pemantiian din evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur
kemajuii1 dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah,
mengid¢ ntifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan
Arsitekt .r SPBE, dan Peta Rencana SPBE.

(3} Pelaksa 1zan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) cilakukan sesesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undang i1.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 53
Pendanaan 1elaksenaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah
bersumber c¢:ri anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/ atau
sumber lainn/a yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perandan;:- undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
Peraturan Wi i Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Weli Koti ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Palu.
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